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ABSTRAK
ALFIANDI WIRAWAN PUTRA, Tahun 2020, Implementasi Program

Pengentasan  Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng

Kabupaten Bantaeng {dihi'mb Jaelan Usman)
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KATA PENGANTAR
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ilmu administrasi Negara beserta Jajaran, berkat ilmu yang di berikan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini
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Peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian ini merupakan karya tulis pemula
yang mungkin masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu maka saran dari
pihak- pihak terkait sangat penulis harapkan. Dengan ucapan alhamdullilahi robbil

oposal penelitian ini membawa
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Permukiman  adalah

lindung, baik berupa
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Kurangnya pelayanan pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang
bertumpuk-tumpuk.

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena
tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis,

Suaty pemukiman kumuh dapat dikatakan scbagai pengejawantahan  dari

kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin




tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Kemiskinan merupakan
sulah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada

dasarnya kemiskinan dapat ditangguiangl dengan adanya pertumbuhan ckonomi
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dak teratur dan menmiliki
kepadatan tinggi.
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk

bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:




kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota atau
kabupaten karena selain merupakan masalah. i sisi lain ternyata merupakan salah

satu pilar penyangea perekonomian kota . berangkat dari cita - cita bangsa dan

I Pencegahan Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh
dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, Tindakan
pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan
masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian
terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan,




dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), standar teknis, dan
kelaikan fungsi melalui pemerikasaan secara berkala sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku

kepentingan  bidang perumahan’ ¢ kawasan permukiman melalui
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‘sumber pendanaan.
Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran
masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan
penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan di perkotaan. Untuk

menangani permukiman kumuh di wilayah perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta



Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), pemerintah melaksanakan

program penataan pemukiman lewat kerjasama dengan 5 pilar yaitu : dinas
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sehingga dapat menjaga

menjaga kebersihan setidaknya di lingkungan rumahnya dengan tidak membuang
sampah sembarang, membersihkan pekarangan dan memperhatikan sanitasi atau
tempat pembuangan sekitar rumah, Empat syarat yang harus dimiliki pemukiman

agar layak huni vaitu transportasi, akses air minum, sanitasi vang layak




Pelaksanaan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) menjadi “platform
kolaborasi™ atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan

berbagai sumber dava dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat,

provinsi. kabupaten/kota. donor. snrakat. dan pemangku kepentingan

lainnyva. program KDTA k- membangun sistem yang terpadu

untuk penanganan perj
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antaeng, tepatnyva yaitu berada di
RT OL/RW 01 dan RT 02/RW 01 dengan luasan kawasan kumuh sebesar 1,52 Ha,
Dengan adanyva luasan kawasan kumuh tersebut dan untuk memenuhi target
RPIMN dengan pengentasan kawasan kumuh menjadi 0% (persen). maka

diperlukan adanva dokumen perencanaan yang disebut RPLP (Rencana Penataan

Lingkungan Permukiman). Dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan




Permukiman) ini dibuat sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk juga
masyarakat, swasta. LSM dan donor dalam menangani kawasan permukiman

kumuh puna mendukung terpenuhinya target RPIMN untuk tahun 2015-2019,

Dalam pelaksanaan program Kotaku didduerah pesisir pantai Kelurahan Letta

Kecamatan Bantaeng Kabupate
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Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di kelurahan Letta

Kabupaten Bantaeng ?




C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini,
adalah sebagai berikut :

program wilayah kumuh .

2. Manfaat teoritis
a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang dimiliki
olch  perpustakaan  program  pascasarjana  Universitas
Muhammadiyah Makassar ,




b. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar, maupun
ks, -.: . F o




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi Program
Tachjan (2006:63),
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Pandangan Anderson (1984:92) menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus
menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada penempatan
suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan.

Abidin (2004), menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil

diimplementasikan secara sempurnakarena menyangkut kondisi riil yang




sering berubah dan sukar diperediksikan. Masalah lain yang juga sering
muncul sehingga implementasi sering mengalami hambatan, yaitu dalam

proses perumusan kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan

simplifikasi, yang dalam implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya

skan dengan apa yang

alusu (2003: 432),

Terkadang dalam implementasi kebijakan tidak selalu dapat

dilaksanakan dengan tertib dan rapibahkan terkadang dalam
implementasinya produk kebijakan tersebut gagal atau tidak sesuai

dengan harapan sehingga perlu dilakukan kaji ulang (evaluasi

kebijakan). Perumusan kebijakan vang terlalu umum, sarana tidak




dapat diperoleh atau tidak dapat dipakai tepat pada waktunya, atau
karena faktor waktu yang dipilih terlalu optimistik dan sebagainya.
merupakan gambaran yang kurang tepat pada implementasi
kebijakan.

3) Maodel implementasi
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Implementasi kebijaka dukungan sumberdaya baik sumber

daya manusiahuman resources maupun sumberdaya non-manusia non

human resources.
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‘¢ Komunikasi antarorganisasi dan agen pelaksana
Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi

dengan instansi lain. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antar
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vakni:a.Respons |

memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan:b. Kognisi,
vakni pemahamannya terhada kebijakan:dan c. Intensitas disposisi

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
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2. Model Edwars I1I (Model Pendekatan Masalah Implementasi)
Implementasi  kebijakan publik Edwards 111 (1980:9-11),

dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3.

sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang
dimaksud oleh Edwards Il meliputi staf, informasi, otoritas, dan
fasilitas,




¢. Disposisi
Edwards I1I menekankan bahwa sikap atau disposisi merupakan

hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi

maka perspektif ini juga

a tujuan Kebijakan yang

implementasi  context of

kebijakan content of policy dan kontek
implementation. Variabel ~ konten  kebijakan, meliputi Interest
affected kepentingan yang dipengaruhi, Type of benefits jenis manfaat,
Extent of change envision jangkauan perubahan yang diinginkan, Site of
decision making kedudukan pengambil keputusan, Program implementor,
dan Resources committed ketersediaan sumber daya.Variabel konteks
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implementasi, meliputi Power interest and strategi of actor involed
kemampuan, kepentingan, dan strategi aktor vang terlibat, Intitution and

regime characteristic  karakteristik pemerintah dan  lembagadan

Compliance and responsiven epatuhan dan daya tanggap Variabel
konten kebijakan diperine

’-, ~
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c. Extent of change envision (jangkaue
Program yang bersifat jangka panjang dan menuntut perubahan
perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin

dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat (target groups)

cenderung lebih mengalami kesulitan dalam implementasinya.
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d. Site of decision making(kedudukan pengambil keputusan)
Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam

implementasi  kebijakan publik, baik secara geografis maupun
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1) Power,interest a
kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat)
Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan
menentukan Keberhasilan implementasi suatu program. Aktor
politik akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan

yang terjadi dalam implementasi apabila kekuatan politik merasa




berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu
program akan dapat dinikmatinya.
2) Intitution and regime characteristic(karakteristik pemerintah dan

an mendatangkan konflik
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keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan

Sabatier (1983), vaitu:
a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan (tractability of the problem)

Kategori tractability of the problemmencakup variabel-variabel. a.

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, b. Tingkat




kemajemukan kelompok sasaran. c¢. Proporsi kelompok  sasaran
terhadap total populasi dan d. Cakupan perubahan perilaku yang
diharapkan.

b. Kemampuan kebijakan un

(ability of statute to st

dari kelompok pemilih constituent groups,dan d. Tingkat komitmen

dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Berdasarkan uraian berbagai model implementasi kebijakan yang

telah di kemukakan maka dalam penelitian ini menggunakan model




‘grindle untuk menganalisis pelaksanaan program pengentasan wilayah
kumuh di kelurahan letta kabupaten bantaeng .

d. Meodel pelaksanaan program

sanakan untuk ‘el
\k\\\‘\“' h//J//,
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operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai
sasaran dari program yang ditetepkan semula.

Dari  pengertian  vang dikemukakan di atas  dapatlah
ditarik svatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu

program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan




kondisi yang ada. baik it di lapangan maupun di luar lapangan. Yang
mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsure disertai dengan

usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Selain itu perlu ad waktu dan penentuan tata cara
pelaksanaan. Berhasi

8

fasilitas yang dibutthks

3) Disposisi, Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap
program khususnya dari mereka yang menjadi implemetasi
program Khususnya dari mereka vang menjadi  implementer

program




4) Struktur birokrasi. Yaitu SOP (Standar Operating Procedures).yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak

sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian

masalah-masalah akan meMerlukan penanganan dan penyelesaian
khusus tanpa pols

npengaruhi keberhasilan
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\\\\\“ h//

= :s /’/

. ’7% ‘\

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan

Permukiman).




Kawasan kumuh menurut 1LO 2008 dalam Edi Suharto (2009 :
69) adalah tempat tinggal yang kumuh, pendapatan yang rendah dan

tidak menentu, serta lingkungan yang tidak schat dan bahkan

membahayakan dan hidup penudh resiko dan senantiasa dalam ancaman
penyakit dan kcm
Kawasén | agai kota besar di dunia,
A\ ) \\

maupun non teknis.Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai

pengejawantahan dari  kemiskinan, karena pada umumnya di
pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita

jumpai di kawasan perkotaan Kemiskinan merupakan salah satu

penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan perkotaan. Pada




dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya pertumbuhan
ckonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan pekerjaan

dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan dasar

bangan institusi penanggulangan

bagi kelompok miskin dan /\

kemiskinan. Peningkatan pe

kepentingan dalam perencanaan maupun  implementasinya  serta

mengedepankan partisipasi masyarakat.dalam pelaksanaan program
Kotaku ini ada beberapa yang menjadi masalah dalam pelaksanaan

program nya yaitu: ketersediaan air bersih yang layak komsumsi untuk

kebutuhan pokok masyarakat kelurahan letta , masih kurangnya tempat




jamban vang dimiliki masyarakat pesisir letta  mengakibatkan
masyarakat letta menjadikan laut sebagai tempat jambanya serta
penataan lingkungan yang belum memadai sehingga mengakibatkan

terjadinya lingkungan yang ku

011 tentang Perumahan dan

-
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3) Kondisi sarana da
untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah
sebagai berikut:
* Jalan Lingkungan:
¢ Drainase Lingkungan,

e Penyediaan Air Bersih/Minum;
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* Pengelolaan Persampahan;
¢ Pengelolaan Air Limbah;

* Pengamanan Kebakaran; dan

ijadi tantangan yang rumit

selain  merupakan
\\"'\'\* yangga
\\\\“l":// /
'
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makes), Dalam pemahaman bahwa keputusan termasuk juga ketika
pemerintah memutuskan untuk tidak memutuskan atau memutuskan untuk
tidak mengurus suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi

Dye (1976) vang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan segala

sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.




Proses kebijakan publik umumnya dilakukan mulai mhapan formulasi,

implementasi, dan evaluasi, Setelah sebuah kebijakan diformulasikan, langkah

selanjutnya tentu saja mengimplementasikan kebijakan tersebut.Implementasi

institusi pendidikan dan tempat ibadah, agar dapat menerapkan cara — cara
hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan.PHBS
merupakan wujud keberadaan masyarakat yang sadar, mau dan mampu
memperatikkan prilaku hidup bersih dan sehat.
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Beberapa pengertian kaitannya dengan PHBS adalah ;

I. Perilaku Sehat adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk

memelihara dan mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari

//l" e

4, PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota
rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta
berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.

5. PHBS di sekolah adalah sekumpulan perilaku vang dipraktikkan oleh
peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar

kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu
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mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta berperan aktif
dalam mewujudkan lingkungan sehat.

D. Penelitian Terlebih Dahulu

I Penelitian IA wahanani (2010) detigan judul “Program Prilaku Hidup

Bersih dan Sehat /\‘i vang menyimpulkan bahwa

implementasi Pr

. (pS MUHg

Nwllh 7

1 Yan pulkan bahwa
S ™ ‘.
r T Jeumuh I

N

Surakarta“yang menyimpulkan bahwa pemerintah surakarta harus

meyediakan sarana dan prasarana vang lengkap dalam penangan kumuh

terkhusus kepada kelurahan semanggi.




D. Kerangka Pikir

Variabel konteks implementasi, meliputi: Kemampuan, kepentingan,
dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik pemerintah dan lembaga, dan
Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi Dinas
Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng dalam

mengimplementasikan Program Pengentasan wilayah kumuh yang berbasis




Kecamatan bantaeng Kabupaten bantaeng dapat men'ingkat secara
berkelanjutan,

Uraian vang telah dikemukakan, kerangka pikir penelitian seperti pada

Gambar,

E. Fokus Penelitian
Penelitian yang dilakukan difokuskan pada Implementasi Program
Pengetasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng

Kabupaten Bantaeng. Dilihat berdasarkan konten kebijakan: pada
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Kabupaten Bantaeng. Dilihat dari masalah yang terjadi dilapangan tentang
penataan lingkungan yang belum maksimal sehingga menyebabkan

munculnya kekumuhan baru, pasokan air bersih yang belum layak

\ ’\ /// ’lll‘\\\"
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publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik 2016, penerbit Alfabeta,
Bandung vaitu :
1. Power,interest and strategi of actor involed (kemampuan, kepentingan,

dan strategi aktor yang terlibat)



Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan
menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Dimana Aktor
yang terlibat dalam pelaksanaan program (Kotaku)akan menyusun
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

metode kualitatif dengan alasan karena Penelitian kualitatif mengkaji
perspektif partisipan dengan strategi-sirategi vang bersifat interaktif' dan
fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-
fenomena sosial dari sudut padang partisipan. Dengan demikian arti atau

pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang

34
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digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti
merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan

peneliti menggunakan tipe pénﬂkamna peneliti ingin mengetahui

diambil dari jurnal, DOKUMEN program (Kotaku) dan hasil obeservasi
di lapangan berupa sampel yang di temukan oleh peneliti di lapangan

dalam pelaksanaan program.
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D. Informan Penelitian
Adapun informan dalam penelitian berjumlah 7 orang, yaitu sebagai

1. ( ketua BKM Balla'bassia)

tujuan peneliti.
2. Studi dokumentasi
Dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik visual maupun berupa tulisan
yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa lite online dan yang

lainya. dan dengan data yang relevan.
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3. Media review
Melakukan review terhadap pemberitaan, baik cetak maupun on-line

yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengentasan wilayah kumuh
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(3) Penarikan kesimpulan (verificarion), penarikan kesimpulan terhadap
makna-makna yang muncul dari data,



Data Collection

Data Display
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2. Peningkatan ketekunan peneliti

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan,
sehingga kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat dirckam secara

pasti dan sistematis.
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3. Triangulasi

Memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten E

X '-t"
<
>
T

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di Sulawesi selatan yang
memiliki luas wilayah 395,83 dengan jumlah penduduk -+ 178.699 jiwa.
Kabupaten ini terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan dan desa .secara
geografis kabupaten Bantaeng terletak pada koordinat antara 5o 21" 13" sampai
50 35" 26" Lintang Selatan dan 1190 51" 42" sampai 1200 05" 27" Bujur Timur,

40



41

Batas Wilayah :

“Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto

“Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

Pertanahan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bantaeng di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantaeng NOMOR :
62 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

2. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Struktur
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Organisasi ini bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggung jawab dan
pembagian tugas dalam Organisasi tersebut adapun susunan Organisasi Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng terdiri

3. Uraian Tugas Pokok dan F

layak huni dan berkelanjutan,

2. Memberikan layanan hunian yang berkualitas bagi masyarakat melalui
bantuan perumahan dan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

3. Melakukan penataan dan pengembangan kawasan permukiman

4. Melakukan pengendalan dan pencegahan kawasan permukiman

kumuh.



43

5. Melakukan bantuan PSU bagi perumahan dan kawasan permukiman.
6. Melakukan pengelolaan pada area lingkungan khusus (pemakaman)
7. Menyajikkan data pertanahan berbasis IT ( informasi teknologi)

8. Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan aset tanah pemerintah

yang akuntabel.

\
\
RS

2. Seksi Prasarana dan Utilitas Permukiman

3. Seksi pengelolaan Lingkungan Khusus
o Bldangpcﬁanahm
1. Seksi Permasalahan Tanah

2. Seksi Inventarisasi Tanah
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3. Seksi Pengadaan Tanah

f. UPTD

|'\I SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 62
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5. Kedudukan,Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Bantaeng

a. Dinas Perumahan. Kawasan Permukimandan Pertanahan Kabupaten

Bantaeng dipimpin oleh Kepala Dinas vang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada B A i SekretarisDaerah.

Permukiman dan Pertanahan;

4. pelaksanaan administrasi dinas bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.



a. Kepala Dinas

Dinas Perumahan, Kawasan Permukimandan Pertanahan dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian
tugas pemerintahan dan pembangunan ddlam bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman serta Urusan ,
(1} Dalam menyelenggaral 109
X
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f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan visi
misi daerah.
¢ Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja dinas
sesuai bidang tugasnya.
(2) Uraian Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan adalah sebagai berikut :
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a. Merumuskan rencana strategi dan program kerja dinas yan sesuai dengan

visi misi daerah

sesuai bidang tugasnya

¢. Menyelenggarakan . program  kerja  dinas,

:::::
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Jj. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati




b. Sekertariat
Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukimandan Pertanahandipimpin

oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan
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d. Pengkoordinasian, pengs
kegiatan lingkup dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Uraian  tugas Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukimandan
Pertanahan adalah sebagai berikut :




), Mengkoordinasikan dan menyusdr
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Merencanakan, mengorganisasikan. menggerakkan dan mengendalikan
‘serta menetapkan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian, program

dan pelaporan, serta keuangan;

rencanakegiatan tahunan sebagai
pedoman pelaksanaan tug
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program dan kegiatan dalam lingkup Dinas;

. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan
dan pengembangan karier;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya;




¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

‘Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan
tugas rumah tangga. surat :///\\ I perjalanan dinas tata

laksana, perlengkapan =

N .\‘l»
'7 Ut 4 ATLY
- \\\
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‘bidang umum dan kepegawaian;

d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
¢. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinva.
(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
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4. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang
umum dan kepegawaian;

b. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

¢ Membina dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan

lingkungan Dinas;
. Membina dan meng
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pegawai;

J- Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun
laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian:

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya;
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. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan

bidang program dan pelaporan;
d. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang program dan pelaporan;

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi penyusunan
anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan
keuangan;
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f. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
bidang keuangan;

g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang keuangan;

/"'tn\“"\\. o «,
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g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian
data statistic serta informasi dinas;

h. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun
laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan

Pelaporan;
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I. Penyiapan Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang
keuangan;

J. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keuangan meliputi penyusunan

s. Melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan tugas pembantu bendahara

pengeluaran;
t. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas

persetujuan pengguna anggaran (kepala satuan kerja perangkat
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daerah/lembaga teknis daerah) yang ditetapkan scbagai pengguna
‘anggaran dengan keputusan Bupati;

u. Memeriksa pembayaran gﬂji"SKFP pegawai yang mutasi;

mempunya

petunjuk, me

tugas di Bidang Perumahan meliputi Rumah Swadaya dan Rumah Umum,

Rumah Susun dan Rumah Komersial serta Pembinaan dan Pengendalian

Perumahan.

a. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

b. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perumahan;
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. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan meliputi Rumah
Swadaya dan Rumah Umum, Rumah Susun dan Rumah Komersial serta
Perizinan Perumahan;

. Mengkoordinasian, pengawasan
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10. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya;
11. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Perumahan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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1. Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Umum
Seksi Rumah Swadaya dan Rumah Umum dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pelaksanaan pendataan, Pembinaan, pengaturan,

perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan di bidang

Rumah Swadaya dan Rumah U

T
LT

Rumah Swadaya dan Rumah Umum.
2. Uraian tugas Kepala SeksiRumah Swadaya dan Rumah Umum sebagai
berikut;
a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau
kegiatan Rumah Swadaya dan Rumah Umum.
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b. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria perumahan.

¢.  Melakukankegiatan pelayananteknis dan administrasi di bidang

Rumah Swadaya dan Rumah Umun

Melakukan pe datag

.

Rumah Susun dan Rumah Komersial,

l. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Rumah Susun dan Rumah Komersil mempunyai fungsi ;.
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Rumah Susun dan Rumah

Komersial;




b. Pelaksanaan pendataan dibidang pembangunan / rehabilitasi Rumah
Susun dan Rumah Komersial;

c. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan dibidang pembangunan /

Rumah Komersial.

¢. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
f.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Rumah Susun dan Rumah Komersial sesuai tugasnya.




60

g Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Rumah Susun
dan Rumah Komersial bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perumahan

a. Melakukann Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian
pembangunan perumahan,

b. Penetapan kebijakan strategis dan program kabupaten di bidang

pembiayaan perumahan.

‘. Penyusunan NSPM Kabupaten di Bidang Perumahan.
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d. Pengembangan Perumahan

. Melaporkan kegiatan seksi kepada kepala bidang,

f. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinva Kepala Pembinaan dan

Permukiman, Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman, Pengawasan
dan Pengendalian Permukiman;

¢. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas
Bidang Kawasan Permukiman:

2. Uraian tugas Kepala Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:
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a. Merencanakan Operasional rencana kerja sesuai tugas pokok dan
fungsinya;
b. Melaksanakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;

¢. Melaksanakan rencana Penatadn dan Pengembangan Permukiman,

\\\\\"'h///

Permukiman bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pelaksanaan pendataan, Pembinaan,




pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pembangunan di
bidang Penataan dan Pengembangan Permukiman.
I. Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

¢. Melakukankegiatan pelayananteknis dan administrasi di bidang

Penataan dan Pengembangan Permukiman,
d. Melakukan pendataan hasil kerja di bidang Penataan dan
Pengembangan Permukiman.




e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya.
. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang
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b. Pelaksanaan survey Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman:
¢. Pelaksanaan perencanaan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas

Permukiman;
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d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan Prasarana

Sarana dan Utilitas Permukiman;
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Permukiman bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan

Permukiman
3. Seksi Pengelolaan Lingkungan Khusus

1. Seksi Pengelolaan Lingkungan Khusus dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas memimpin, menyiapkan bahan, menyusun
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kebijakan dan melaksanakan kegiatan serta sosialisasi dalam rangka

pengelolaan Lingkungan Khusus

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

//:o’v;" :_'@ c& i X
//f'ugv“\\ s 9

kegiatan Pengelolaa us
d.  Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Pengelolaan
Lingkungan Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

e.  Kawasan Permukiman.
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3. Bidang Pertanahan
Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai

tugas merencanakan operasionalisasi, member tugas, memberi petunjuk,
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c. Melaksanakan rencan pengembangan dan pengawasan dibidang tugas
meliputi permasalahan tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah
pemerintah:

d. Melaksanakan survey terhadap permasalahan tanah, inventarisasi tanah
dan pengadaan tanah pemerintah;
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¢. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data/ informasi yang
berhubungan dengan bidang ke pertanahan terkait dengan permasalahan
tanah, inventarisasi tanah dan pengadaan tanah pemerintah;;

f. Menyusun estimasi anggaran pemelibdraan rutin dan rencana tahunan;

2. Melaksanakan kegiatan ad
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Permasalahan Tanahmempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan Permasalahan Tanah;
b. Pelaksanaan survey ;
¢. Pelaksanaan investigasi:

d. Pelaksanaan perencanaan teknis;
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e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan, pemeliharaan Tanah:
(3) Uraian tugas Kepala Seksi Permasalahan Tanahsebagai berikut :

a. Menyusun program

tanah untuk acuan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pertanahan melaksanakan

pembinaan, pendataan, survey, dan investigasi, perencanaan teknis, pengawasan,

pengendalian dan pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah.

(1) Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana di maksud pada ayat (1),
Kepala Seksi Inventarisasi Tanahmempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan Inventarisasi Tanah;




b. Pelaksanaan survey berkaitan dengan inventarisasi tanah;
¢. Pelaksanaan perencanaan teknis pertanahan;
d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

inventarisasi tanah;

(2) Uraian tugas Kepala Seksi In

h. Melakukan sosialisasi terhadap draf rencana letak kegiatan penggunaan

tanah dengan instansi terkait;
i. Melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan oleh kepala Bidang

pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya.
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3. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan,
pendataan, survey, dan investigasi, perenca

pelaksanaan kegiatan pengadaanta .s‘/\a
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d. Memproses sertifikasi tanah;

e. Memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah
serta ganti kerugian;

f.  Melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah;
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g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan
‘sesuai ﬂmg‘antugas_nyh.-
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempinyai tugas melaksanakan sebagian
mgas Ke]}a]miﬂas Sﬂsuﬁi dﬂﬂ ]

(3) Jum f
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a. Kepala Dinas, Pejabat Struktural Eselon 11-B
b. Sekretaris Dinas, Pejabat Struktural Eselon I11-A

¢. Kepala Bidang, Pejabat Struktural Eselon 111-B

‘d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Pejabat Struktural Eselon IV-A
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e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural dan Fungsional di Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bantaeng

dilakukan oleh Bupati,

¢. Pengendalianaktivitas Dinas P

Pertanahan di Unit Pelaksana teknis;

d. Pemberdayaan Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan;




74

¢. Pengkoordinasian hasil kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertenahan di Unit pelaksana teknis;

f. Pelaksanaan tugas — tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

6. Sejarah singkat Kelurahan Letts

Profil Kelurahan

‘l'? afis

P
.—J‘ AS
\\\\dih,// . v

3iTa
N u/ %, *
‘§ i d

,“_ ] ’,/ =~

C: ]

\ 9V J //& AN
| \’\ /"’lsv‘\\\
\'i}}o =\

¢




75

B. Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan
Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

1. Konten Implementasi kebijakan publik

. o
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dalam 6 (enam) unsur, yaitu:
a. kepentingan yang dipengaruhi

Jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap
macam kegiatan politik. Kebijakan publik yang dimaksudkan untuk menimbulkan
perubahan-perubahan dalam hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya,

akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak-pihak yang
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kepentinganya terancam oleh kebijakan publik tersebut. Untuk lebih jelasnya
peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan beberapa informan di
lapangan yang berkaitan dengan kepentingan yang di pengaruhi.

Berdasarkan hasil wawancara .awasan Permukiman dan PKPP
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mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan
oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi
ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota
organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti
pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
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Hal tersebut sejalan dengan pendamping program (Kotaku) Kabupaten
Bantaeng mengatakan bahwa:

Implementasi Program (Kotaku) di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng
terealisasikan kepada masyarakat, berkat bantuan lembaga, pemerintah
setempat, serta masyarakat dalam pelaksanaan program ini, dengan
tujuan menigkatkan infrastruki onomi pembangunan daerah dan

terletak pada proses implementasinya.

Dimana peneliti dapat menyvimpulkan dari hasil wawancara dari dua informan
vang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku)
bukan hanya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang menjadi
pelaksana dalam program ini, dimana pelaksanaan program ini melibatkan para

pemangku kepentingan lainya seperti: lembaga swasta dalam hal ini BKM Balla’
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bassia, pemerintah setempat dalam hal ini Bapak lurah Letta dan masyarakat Letta
sendiri .lihat pada lampiran gambar halaman | dan 2.
b. jenis manfaat

Program yang memberikan manfaat Secara kolektif atau terhadap banyak

suatu kondisi bagi peroranga

membuka jalur komunikasi memberikan informasi dan melakukan pendidikan
untuk meningkatkan pengetahuan sikap, prilaku melalui pendekatan pimpinan,
bina suasana dan pemberdayaan masyarakat agar mengenali dan mengatasi

masalah sendiri dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidi

— cara hidup sehat dalam

ibadah, agar dapat menerapkan cara




7

memelihara dan meningkatkan PHBS merupakan wujud keberadaan masyarakat
vang sadar, mau dan mampu memperatikkan prilaku hidup bersih dan sehat.

Menurut Sangian, (2011 : 3-4) Kebersihan adalah salah satu tanda dari

keadaan hygene vang baik. Kebersihan badan meliputi kebersihan diri sendiri

seperti mandi, gosok gigi, me nakai pakaian yang bersih.
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\\“ : 2 Yo

akses jalan yang dulunya tidak bisa di lalui sekarang sudah bisa di lalui oleh

masyarakat dan kendaraan roda dua serta penataan lingkungan yang sudah tertata
rapi.

Dalam literatur mengatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) adalah pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam organisasi

berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja, terutama untuk pencapaian




80

pemanfaatan individu-individu secara produktif sebagai usaha mencapai tujuan
organisasi dan rangka perwujudan kepuasan kebutuhan individu-individu tersebut.
Dimana peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara dari dua informan

yang menyatakan implementasi program pengentasan wilayah kumuh (Kotaku)

|||||

7 5 ogral olaku ngkat Kesadara mﬁsyﬂfakﬂt
dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah mulai terealisasiakan secara
maksimal karena masyarakat sadar akan kesehatan dan bebas terhadap
kumuh serta pemerintah juga menyiapkan kendaraan pengangkut sampah
yang beroprasi setiap harinya untuk mengangkut sampah warga ( hasil
wawancara dengan HA 5/ Desember/2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa pola fikir
dan tingkat kesadaran masyarakat di kelurahan letta Kecamatan Bantaeng

Kabupaten Bantaeng untuk kekumuhan sudah terbilang cukup sadar akan menjaga




dan melestarikan lingkungan terhadap kumuh. dimana penyediaan infrastruktur
yang sudah memadai.
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

yang sudah disusun secara matang ' inci, implementasi biasanya
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Menurut Winslow seorang ahli kesehatan masyarakat mendefinisikan
keschatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang
hidup. dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian

masyarakat untuk:




I. meningkatkan sanitasi lingkungan
2. mengendalikan infeksi menular

3. pendidikan secara individual dalam hal hygiene perorangan

4. mengorganisasikan  pelaya medis dan  perawatan  untuk

i pencegahan terhadap

’9‘
h\ {*"9, i

kebijakan publik.
pula implementa
keputusan yang terlibat di dalamnya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan
menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan

dengan kedudukan pengambil keputusan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping (Kotaku) mengatakan
bahwa :

Keberhasilan program (Kotaku), dimana dengan tujuan 100-0-100
dimana 100% untuk sanitasi, 0% untuk kumuh, dan 100% untuk
penataan lingkungan Di Kelurahan Letta khusunya Daerah pesisir dengan
melakukan kerja sama antarg nerintal Kahupaien Bantaeng d:mgan
salutuh lemhaga.. maupus ran
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tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, Adanya
koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama
tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama, Adanya informasi dari
berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat

memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang
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sedang dihadapi oleh semua pihak, Adanya saling hormati terhadap wewenang
fungsional masing- masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan kabid Kawasan Permukiman dan
PKPP mengatakan bahwa :

yaitu

hal ini bahwa p

maksimal. Lihat pada lampiran gambar halaman 1 dan 2.
e. Pelaksana Program

Kemampuan pelaksana program akan memengaruhi keberhasilan
implementasi program tersebut. Birokrasi yang memiliki staf akiif, berkualitas,
berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas akan sangat

mendukung keberhasilan implementasi program. Untuk lebih jelasnya peneliti
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akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan
dengan pelaksana program

Berdasarkan hasil wawancara dengan kabid kawasan permukiman Dinas

Kami sebagai peyelenggard d: laksanaan program (Kotaku) ada

anaan program ini
badi itu tidak
setapak dan

Z0%
DA

Abidin (2004). menjelaskan bahwa tidak semua kebijakan berhasil
diimplementasikan secara sempurna,karena menyangkut kondisi riil yang sering
berubah dan sukar diperediksikan. Masalah lain yang juga sering muncul sehingga

implementasi sering meng_alé.mi hambatan, yaitu dalam proses perumusan

kebijakan biasanya terdapat asumsi, generalisasi dan simplifikasi, yang dalam
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implementasi tidak mungkin dilakukan, akibatnya adalah adanya kesenjangan
antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Kepala Kelurahan Letta

yang menyatakan bahwa:
Peran Kelurahan Letta bz isahkan dalam pelaksanaan
program kotaku ini : program ini yang menjadi
hambatan _da ; ¢ tidak memadai
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sudah terealisasi secara maksimal dimana dalam proses akses jalan sudah
terealisasi, penataan lingkungan sudah baik, tetapi pada pembuatan jamban
keluarga belum terealisasikan sehingga masih ada masyarakat yang jamban di
pinggir pantai sehingga menambah kekumuhan yang ada. Lihat pada lampiran

g_ambar halaman | dan 3.




f. ketersediaan sumber daya
Tersedianya  sumber-sumber secara memadai akan mendukung
keberhasilan implementasi program atau kebijakan publik.Untuk lebih jelasnya

peneliti akan menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang

berkaitan dengan ketersediaan sum /\
erdasarkan hasil wawa Balla’ lompoa kelurahan
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Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa proses
Pelaksanaan Program Kotaku memang sudah sesuai dengan RPJMN 2015-2019
dan RPLP Kelurahan Letta.

Menurut Edward, vang dikutip oleh Abdullah (1987 - 40), dipengaruhi
oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses

implementasi,




Faktor-faktor tersebut adalah :
1) Komunikasi, merupakan suatu program vang dapat dilaksanakan
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi
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khusus tanpa pola vang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi. namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi

antara factor vang satu dengan faktor yang lain. Selain it dalam proses




sg.

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsure yang penting dan mutlat
menurut Abdullah (1987 : 398) vaitu:

1) Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan.

2) Kelompok masyarakat E:ﬁi sasaran dan manfaat dari

a. kemampuan, ke

Strategi. sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan
keberhasilan implementasi suatu program. Aktor politik akan menyusun strategi
guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi apabila kekuatan
politik merasa berkepentingan terhadap suatu program, sehingga output suatu

program akan dapat dinikmatinya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan




menguraikan hasil wawancara dengan informan di lapangan yang berkaitan
dengan kemampuan, kepentingan,dan strategi aktor yang terlibat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang kawasan

Permukiman Dan PKPP mengatakan bahw:
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menyatakan bahwa :

Dilaksanakan program  (Kotaku) saya selaku penyelenggara
menyampaikan kepada masyarakat bahwa program ini tidak ada campur
tangan dari salah satu oknum yang hanya mementingkan kepentigan diri
sendiri tetapi ini merupakan program yang berasal dari pusat dan
diperuntuhkan kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan
masyarakat Letta khususnya daerah pesisir”( Hasil wawancara dengan
BB ( 4/ Desember /2019)
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Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa
Pelaksanaan Program Kotaku ini yang terlibat di dalamnya hanya Dinas Kawasan
Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan dan BKM., KSM serta masyarakat Letta

sendiri,

Dimana peneliti dapat menyir wawancara dari dua informan

N
ke

Dalam hal menyikapi pelaksanaan program (Kotaku) saya selaku
pemerintah setempat memberikan support serta dukungan yang penuh
dalam menjalankan program ini karma memberikan keuntungan
kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat
letta sendiri dimana program ini melibatkan masyarakat dalam proses
pelaksanaan nya ( Hasil wawancara dengan HA 5/ Desember /2019)

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa dukungan
dari pihak pemerintah setempat dan masyarakat Kelurahan Letta pada program
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Kotaku sangat memberikan dukungan yang penuh dalam pelaksanaan program
yang di laksanakan,
Van meter dan Van hormn (dalam budi winarno, 2008:146 — 147)

dalam keputusan — Keputusa /.
usaha — usaha untuk mengul
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Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa berkat program

kotaku masyarakat merasakan keidahan serta menikmati penyediaan fasilitas yang

memadai sehingga sudah bisa menjadi tempat hunian yang layak untuk di huni.

Dimana peneliti dapat menyimpulkan wawancara dari dua informan
bahwa karakteristik pemerintah dan lembaga itu mendapatkan respon yang

baik dari pemerintah dan masyarakat sehingga para penyelenggara mampu
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memaksimalkan program ini sesuai pada standar operasional prosedur yang
ada. Lihat pada lampiran gambar | dan 4.

¢. kepatuhan dan daya tanggap
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baik sesuai dengan stadar oprasional prosedur pekerjaan.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua KSM Balla’ Lompoa yang

menyatakan bahwa;

Alhamdulillah masyarakat Letta khususnya daerah pesisir merasakan
indahya panorama jalan di seputaran pantai yang tadi nya dipenuhi oleh
sampah sekarang sudah tidak ada lagi sampah berserakan di jalan dan di
pantai berkat program (Kotaku) ini, Karena masyarakat sadar akan
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kekumuhan yang mengakibatkan kesehatan terganggu dan pencemaran
lingkungan (hasil wawancara dengan SR 10/ Desember /2019).

Dimana pada hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa program
Kotaku memang mengajarkan kepada masyara
terhadap kumubh.

Peningkatan Keberda

at tentang hidup bersih dan sehat

.......

masyarakat) dalam upaya penanganan kawasan permukiman Kumuh untuk

pengurangan luasan kumuh Kelurahan Letta,
5. Penguatan pemerintah Kelurahan Letta melalui perlibatan aktif dalam upaya
penanganan kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak

huni dan berkelanjutan.



mencari jalan keluarnya.

B. Saran
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, dengan melihat prospek
kedepan, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa hal yang kemudian
dijadikan sebagai bahan masukan atau rekomendasi, yaitu :
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1. Fasilitas/ sarana seperti jamban keluarga, tempat sampah umum di
buatkan dalam mengantisipasi bertambahnya kekumuhan yang sudah

ada.

aga dan melestarikan
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK AMIRUDDIN NUR ST MM
KABID PERUMAHAN DAN PKPP
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Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan kepala bidang perumahan Dinas PKPP (hasil

wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)




HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK BUDI PENDAMPING PROGRAM
KOTAKU KABUPATEN BANTAENG

AN CATEN

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan Forkot Program (Kotaku) Kabupaten Bantaeng

(hasil wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)




HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK H AMIRUDDIN Msi.5.S0s
BAPAK KEPALA KELURAHAN LETTA
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Gambar 3
Keterangan:
Pelaksanaan wawancara dengan Bapak Lurah Letta (hasil wawancara

sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)




HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK ARIFIN SARI
KOORDINATOR BALLA' BASSIA

Gambar 4

Keterangan :
Pelaksanaan wawancara dengan Ketua BKM Balla'Bassia (hasil wawancara

sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)




HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK BAHDAR KETUA KSM
LANTEBUNG
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Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan ketus KSM Lantebung (hasil wawancara

sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK SYAMSUAR RAZAK KETUA
KSM BALLA' LOMPOA

INMDuNE”

Keterangan :
Pelaksanaan wawancara dengan Ketua KSM Balla® Lompoa (hasil wawancara

sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)
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HASIL WAWANCARA DENGAN BAPAK AHMAD MADE KETUA KSM

TAQWA
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Gambar 7

Keterangan :

Pelaksanaan wawancara dengan Ketua KSM Tagwa (hasil wawancara

sebagaimana yang terdapat pada lampiran penulisan ini)



1. Pedoman Wawancara

Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta
Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng,

Fokus

-------

llllllllllll

-------

Pertanyaan

pelaksanaan  program
xntasan Wﬂﬁjr&ﬁ kumuh di
Kecamatan

ketersediaan
vang ada dalam

Letta  Kecamatan Bantaeng
Kabupaten Bantacng?

7. Kemampuan, Sejauh mana Peran Penyelenggara
kepentingan, program kotaku dalam
strategi aktor | pelaksanaan program ini?
terlibat

8. Karakteristik Bagaimana tanggapan masyarakat
pemerintah  dan | dalam  program  kotaku  di
lembaga Kelurahan  Letta  Kecamatan

Bantaeng Kabupaten Bantaeng
yang di laksanakan?

9. Kepatuhan daya | Bagaimana peran  masyarakat
tanggap dalam program kotaku ini?
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menjadi manusia yang berguna bagl Agama, Keluarga, Masyarakal, Bangsa dan

Negara.




